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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK belum 

tercapai, dalam hal : 

a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang 

Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, hanya bersifat sebagai 

pedoman yang mengatur dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang 

sempurna dalam arti, Peraturan Menteri ini hanya mengikat kepada 

badan penyelenggara, tetapi tidak mengikat kepada TK LHK sehingga 

penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK belum mencapai hasil yang 

optimal karena peraturan yang diberlakukan saat ini hanya berbentuk 

Peraturan Menteri. 

b. Pelaksanaan Jamsostek bagi TK LHK, dalam praktek tidak disertai 

dengan penerbitan polis sebagai bukti kesepakatan tertulis 

sebagaimana yang diwajibkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang namun hanya menggunakan formulir pendaftaran dan kartu 

peserta. Polis juga merupakan alat bukti di persidangan yang dapat 
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menunjukkan adanya hubungan hukum antara tertanggung dan 

penanggung. Dengan tidak diterbitkannya polis, maka 

penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK yang selama ini dijalankan, 

menyalahi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

2. Kebijakan hukum diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan Jamsostek 

bagi TK LHK di masa yang akan datang. Pengaturan yang sebaiknya 

diterapkan adalah merubah sifat kepesertaan Jamsostek bagi TK LHK, 

pada awalnya bersifat sukarela menjadi bersifat wajib agar dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum. Untuk itu ada 2 (dua) hal yang 

perlu dilakukan, yaitu : 

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional perlu dibuatkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan Jamsostek 

bagi TK LHK. 

b. Pemerintah harus memberikan subsidi kepada masyarakat TK LHK, 

disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja serta ketersediaan 

anggaran. Hal ini diperlukan mengingat sebagian besar TK LHK 

bekerja dengan penghasilan relatif rendah dan tidak menetap. 

Dengan dirubahnya sifat kepesertaan Jamsostek bagi TK LHK 

menjadi wajib, maka penyelenggaraan Jamsostek bagi TKLHK akan 

menjadi lebih baik dari yang telah ada sekarang sehingga dapat memenuhi 

jaminan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan mengenai Kepastian Hukum Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar 

Hubungan Kerja, ada beberapa hal yang penulis sarankan : 

1. Lahirnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga 

Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja di satu sisi 

telah menjawab kebutuhan akan jaminan sosial bagi TK LHK, meski 

disadari masih terdapat kelemahan yang perlu disempurnakan. Oleh 

karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan 

perlindungan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar 

hubungan kerja, antara lain dengan terus melakukan sosialisasi, bekerja 

sama dengan PT. Jamsostek (Persero) untuk memberikan informasi dan 

meningkatkan pemahaman terhadap tenaga kerja akan pentingnya jaminan 

sosial tenaga kerja. Dengan upaya tersebut diharapkan akan semakin 

banyak TK LHK yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial. 

2. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan naskah akademik 

yang terkait dengan penyelenggaraan jamsostek bagi TK LHK ini, masih 

terdapat ketidakseragaman pendapat dalam hal pendefinisian tenaga kerja 

sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini. Ada yang menggunakan 

istilah TK LHK, ada yang menggunakan istilah tenaga kerja mandiri, ada 

yang menggunakan istilah tenaga kerja informal bahkan ada yang 
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menggunakan istilah pekerja mandiri. Seharusnya pembuat Undang-

Undang mengkaji ulang sehingga menemukan istilah yang tepat dan 

seragam untuk penyebutan TK LHK. 

3. Dalam kaitannya dengan saran pada butir 2, juga perlu dipertegas profesi 

apa saja yang termasuk di dalam katagori TK LHK, sedapat mungkin 

disesuaikan dengan karakteristik TK LHK yang banyak tersebar di 

Indonesia, dengan melihat ada tidaknya hubungan kerja dengan orang lain 

dalam pekerjaan tenaga kerja tersebut. Hal ini akan membantu para 

pengambil kebijakan untuk merumuskan pengaturan yang terbaik dalam 

hal penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK di masa yang akan datang.    
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